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ABSTRAK 

 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN 

PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL 

 

Nadia Tiara Putri 
 

Keberadaan lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam 

pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini 

Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan 

penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilihan umum 

dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas. Undang-undang terbaru 

yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan Bawaslu adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaan: Apakah yang menjadi 

Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum 

dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan?; Kedua, 

Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil di Provinsi Sumatera Selatan? 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Metode pengumpulan data mengguakan studi pustaka. Metode pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan.  

Tugas utama Bawaslu adalah pecegahan dan penindakan pelanggaran 

pemilu. Selain tugas utama tersebut, Bawaslu juga mempunyai beberapa tugas 

yang lainnya. Dalam menajalankan tugasnya tersebut Bawaslu mempunyai 

kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undang, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran 

administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, menyelesaikan sengketa 

pemilu yang keputusannya bersifat final and binding, membentuk Bawaslu 

Provinsi, dan mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi. 

Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Selatan adalah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilihan 

Umum yaitu: 1) mandiri, 2) jujur, 3) adil, 4) kepastian hukum, 5) tertib,               

6) kepentingan umum, 7) keterbukaan, 8) proporsionalitas, 9) profesionalitas,    

10) akuntabilitas, dan 11) efisiensi dan efektifitas. Dalam menciptakan Pemilu 

yang jujur dan adil, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan 

tindakan, yaitu: 1) Profesionalitas Rekruitment Penyelenggara Pemilihan Umum, 

2) Transparansi dalam tahapan-tahapan pemilu, 3) Independensi, dan                    

4) Sosialisasi dan pendidikan politik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi. Demokrasi 

adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara 

dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka1. Demokrasi 

telah menjadi arus utama negara-negara modern, berdirinya berdasarkan prinsip 

persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan 

kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya 

memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang 

menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.  

Indonesia sebagai negara demokrasi sepanjang sejarahnya telah 

menyelenggarakan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) untuk 

memilih calon wakil rakyat sebanyak 11 kali. Secara berturut-turut dari kesebelas 

pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 

1999, 2004, 2009, dan 2014. Setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi 

perubahan peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang2. 

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sarana demokrasi sebagai pelaksanaan 

asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

duduk di lembaga perwakilan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 

                                                           
1 Demokrasi, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi, diakses pada tanggal 3 

November 2017. 

 
2 Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Mandar Maju, 

Bandung, 2014, hlm. 1 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi
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disebutkan bahwa Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia 

yang berdasarkan pancasila dalam undang-undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945   

mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechstaat). Hukum harus mampu menampilkan wibawanya sebagai sarana untuk 

mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun masyarakat 

Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia 

seluruhnya yang berkeadilan. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang 

Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat atau sering disebut dengan 

Demokrasi. Hal ini berarti bahwa rakyat memegang sepenuhnya kekuasaan. Negara 

atau pemerintah adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan 

demokrasi dimana pemilu sendiri merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. 

Melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rakyat Indonesia diwakili untuk 

mengawasi jalannya pemilu yang diharapkan jujur dan adil. 

Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan 

jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan 

oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga 

penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan 

yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam 

pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara 

pemilu tersebut meliputi: 
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1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Didalam UU No. 20 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pemilu yang 

dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri3.  

2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara 

Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia4.  

Kelembagaan pengawas pemilihan umum muncul pada pelaksaan pemilu 

1982, dengan nama panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslu Pemilu), 

menurut UU ini dalam pelaksanaan pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc 

terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan 

melalui undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu 

dengan dibentuk lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu).  

Tugas dan Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan 

pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran 

administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik5.  

                                                           
3  Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, 

hlm. 244 

 

 4 Roni Wiyanto, Op.Cit., hlm. 17 

 
5 Sejarah Pengawasan Pemilu, melalui Pl.baawaslu.go.id, diakses tanggal 4 November 

2017  
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Setiap kali diadakannya Pemilihan Umum di Indonesia, sering banyak 

terjadi kecurangan-kecurangan baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat 

kabupaten/kota, walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang 

perbuatan curang dalam pemilu. Banyaknya kecurangan yang timbul dalam 

pemilihan umum (Pemilu), diharapkan kerja yang positif dari Bawaslu dalam 

pengawasan pemilu untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang jujur dan 

adil diharapkan kinerja dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya 

menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: TUGAS DAN 

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN 

PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Badan 

Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum di 

Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil di Provinsi Sumatera 

Selatan? 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dan tujuan ini dibatasi hanya pada hal-hal mengenai Tugas 

dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan 

dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil, serta tanggung jawab  

Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum yang 

jujur dan adil di Provinsi Sumatera Selatan dan tidak menutup kemungkinaan 

membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. 

2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini tujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang badan pengawas pemilu 

(Bawaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil di 

Sumatera Selatan? 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam 

pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil di Sumatera Selatan? 

 

D. Kerangka Konseptual 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang 

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun 

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan 

memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya 

dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan 
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untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan 

lebih terfokus6. 

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan 

judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan 

pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan: 

1. Pemilihan umum (Pemilu) adalah cara yang diselenggarakan untuk 

memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis7 

2. Asas Jujur adalah Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk 

memastikan bahwa setiap warga negara berhak dapat memilih sesuai 

dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama 

untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih8. 

3. Asas Adil adalah Perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan 

pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta 

pemilu atau pemilih tertentu9. 

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia10. 

                                                           
6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedomann Skripsi, 

Palembang, 2015, hlm. 5 

 
7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

2013, hlm. 328 

 
8 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press (Konpress), 

Jakarta, 2013, hlm. 7 

 
9  Ibid., hlm. 8 

 
10 Komisi Pemilihan Umum, melalui,  hhtps://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 4 

November 2017 
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5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah Lembaga penyelenggara 

pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) adalah Badan yang 

dibentuk oleh bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu 

di wilayah provinsi. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk membahas masalah yang dikemukan di atas, maka penulisan akan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian 

hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan 

data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library reseasrch) dengan mengkaji 

ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang 

mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini11. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian deskriptif adalah melukiskan atau menggambarkan tentang 

tugas dan wewenang serta tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum 

dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil di provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

                                                           
11  Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47 
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3. Pengumpulan Data 

Penelitian perpustakaan (Library Research), dilakukan dengan cara 

menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-

buku, peraturan perundang-undangan yang ada di perpustakaan yang berkaitan 

dengan hal yang dibaha dalam skripsi ini yaitu meliputi:  

a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas; Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan MPR, Peraturan Perundang-

undangan dan sebagainya 

b. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil 

penelitian dan Rancangan  Undang-Undang (RUU) 

c. Bahan hukum tersier, misalnya ensklopedia, bahan bahan dari internet, 

bibliografi dan sebagainya. 

4. Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis semua data, selanjutnya 

data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data 

lisan dan tertulis, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang ada, dan selanjutnya hasil analisis tersebut dikonstruksikan 

secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Rancangan skripsi ini disusun secara keseluuruhan dalam 4 (empat) bab 

dalam sistematika sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang perumusan masalah 

ruang lingkup dan tujuan defenisi konseptual metode penelitian 

sistematika penulisan. 

BAB II      : Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan 

uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu 

mengenai:  

A. Pemilu di Indonesia  

B. Demokrasi di Indonesia 

C. Tugas dan Wewenang Bawaslu 

D. Asas Jujur dan Adil 

BAB III      :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam 

bab ini akan menguraikan analisis tentang:  

1. Apakah Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Badan 

Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan 

Umum di Provinsi Sumatera Selatan  

2. Bagaiamana Tanggung Jawab Badan Pengawas Pemilihan 

Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Jujur dan 

Adil di Provinsi Sumatera Selatan  

BAB IV : Penutup  

Dalam bab empat ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan 
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diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait 

dengan judul penelitian. 
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